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SALINAN
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TENTANG

PENETAPAN UMT KERJA YANG DIUSULKAN SEBAGAI WILAYAH BEBAS D

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MEI-AYANI

DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,
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Pembangunarr Zona lntegritas nrer:uju Wilayah Bebas
dan Wilayah Birokrasi Bersih darr Mclayanil

bahwa untuk ntelaksanakan kcgiatan seba5;aiman
dalanr hurr-rf a, perlu ditetapkan unit keija yang dius
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokras
Melayani di Kemerlterian Perencallaan p
Nasional/Badarr Pereflcallaan Pembangunan Nasional;

bahwa unit kerja yang tercarlturll dalam Keputusan
utanrpu dan nrenrenuhi kriteria-kriteria sebagai Uni
Diusulkan sebagai Wilayah Itcbas dari Korupsi
Biroklasi Bersih dan Melavani di Kenrerrterian
Perrrbarrgunan NasionaltBadan Perencanaan P
Nasiorral;

bahwa dengatr belunt ditetapkannya Sekretar.is
Perencanaan Perrrbangunan Nasional/Sekretaris
Perencanaan Penrbangunan Nasional, maka Peneta
yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Kor.upsi
Biroklasi Belsih dan N{elayani di Kementerian
Pertbangunan Nasional/Badan Perencarraan
Nasional ditetapkan melahri Keputrsan Menteri
Pcmbanguna n t.,\asional / Kepala Badarl Perellca naall
Nasional;
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Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggarun 2079
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223,
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 ten
Pelaksanaan Anggarun dan Belanja Negara
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

Peratrlran Presiden Nomor 7 Tahw 201,5 tentang
Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
P e r e nc an aan P e mb angunan Nasional ;

Peraturarl Presiden Nomor 20 Tahlun 201,6 tentanS Pe

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 ten
Perencanaan Pembangunan Nasional;

6 Peraturan Menteri Petencanaan Pembangunan Nasi
Badan Perencan aan Pembangunan Nasional Nomor 6 T
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pembangunan Nasional Nomor 4 TahLLn 2076 tentang
dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan
Nasional/Badan P erencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri NeSara Perencanaan P

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pe

Nomor 5 Tahsn 20'16 tentang Pedoman Petencanaan,
Pelaporan, Pemantatan dan Evaluasi Kegiatan dan

Peraturan Menteri Penday agunaan Aparatur NeSara
Birkorasi Nomor 52 Tahun 2074 tentan8 Pedoman Pe

Zona lnte1titas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi

MXMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIO
PENETAPAN I.JNIT KERJA YANG DIUSULKAN SEBAGAI WILA

KEMENTTRIAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIO
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA Menetapkan Unit Kerja Zona InteSritas Menuju Wilayah
Korupsi dan Wilayah Bii'okrasi Bersih dan r\4elayani di
P etenc anaan P embangunan Nasional/Baclan Pet er.c anaan Pe

Nasional.

KEDUA Unit Kerja Zona lnte1ritas Menuju Wilayah Bebas dari
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian
Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pemba
sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah:

a. Direktorat Kel:uarga, Peretnpuan, Anak, Pemuda, dan O
b, Pusat Pembinaan Pendidlkan dan Pelatihan Perencana.
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KETIGA
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Segala biaya yang timbul sebagai akbat dikeluarkannya Ke
drbebankan pada Anggarun Pendapatan dan Belanja Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Nasional.

Ditetapkan di Jakata
pada tanggal 31 Mei 2O7

MINTERI PERENCANAAN PE.MBANGUNAN NASIONAL/

KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,
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